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Abstrak 

 Pemerintah Daerah Asahan mengatur pelayanan tertib tempat usaha 

melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018. Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum belum secara 

keseluruhan sesuai apa yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah tersebut, hal ini 

dapat dilihat dari adanya beberapa hambatan yang dialami dalam 

pengimplementasian pelayanan tertib tempat usaha yaitu masih terdapat usaha 

permainan anak yang dijalankan di Tengah Kota Kisaran tepatnya Taman Mantri 

Ma Djizat dan kurangnya pemahaman pegawai Satuan Polisi Pamong Praja 

tentang isi dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018. Guna mewujudkan 

Kabupaten Asahan yang tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berprilaku 

bagi masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum 

dan ketentraman. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

Metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sudah 

terimplementasikan walaupun belum dapat dikatakan maksimal karena ada 

kendala dalam proses penertiban usaha permainan anak yang menggunakan taman 

kota dan trotoar dalam pengoperasianya. Rasa hibah juga berperan dan 

menyebabkan pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tidak 

berjalan efektif. Satuan Polisi Pamong Praja juga kurang melakukan sosialisasi 

terkait pelayanan tertib tempat usaha kepada para pengusaha permainan anak dan 

masyarakat. Sehingga perlu adanya perhatian dari Pemerintah Daerah terhadap 

pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan 

Ketertiban Umum. 

Kata Kunci: Peraturan, Implementasi, Tertib Tempat Usaha  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berdasar Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah “Yang 

dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945”. 

Perda adalah suatu bentuk produk hukum Pemerintahan Daerah dalam 

rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada asas 

otonomi dan tugas pembantuan. Suatu Perda, secara substansi dapat memuat 

ketentuan antara lain: pertama, menyangkut hal-hal yang terkait dengan asas 

otonomi; dan kedua, hal-hal yang terkait dengan tugas pembantuan. Hal-hal yang 

terkait dengan asas otonomi merujuk pada seluruh urusan pemerintahan yang 

telah didesentralisasikan, sehingga penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan 

memiliki derajat kemandirian yang cukup tinggi berdasarkan prakarsa sendiri 

sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Perda sebagai manifestasi otonomi 

lebih tampak sebagai sistem yang mandiri. Hal-hal yang terkait dengan tugas 

pembantuan berisi ketentuan yang bersifat aturan pelaksana dari ketentuan 

perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi, namun ketentuan tersebut 

secara teknis tetap disesuaikan dengan kondisi masyarakat daerah setempat. 



2 
 

Pemilahan materi muatan Perda berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan 

sekedar memudahkan dalam menganalisis, sebab bagaimanapun keberadaan Perda 

merupakan subsistem peraturan-perundangan secara nasional. 

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 

sesungguhnya merupakan urusan pemerintah. Urusan tersebut kemudian 

didesentralisasi Kepada Daerah otonom sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat 

(1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2014). Sebagai urusan yang 

didesentralisasikan, menyebabkan daerah dimungkinkan untuk secara mandiri 

mengatur teknis pelaksanaan urusan tersebut. Bentuk hukum penyelenggaraan 

urusan yang disentralisasikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. Dalam 

rangka menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, tidak jarang 

Perda membebankan sanksi baik sangsi administrasi maupun sanksi pidana. 

Pembebanan sanksi pidana atas perda membutuhkan tenaga-tenaga profesional 

sebagai penegak hukum dan secara taktis menjadi bagian dari struktur 

pemerintahan daerah. Hal tersebut menimbulkan dilema tersendiri antara 

wewenang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang 

menjadi urusan pemerintahan daerah pada satu sisi tetapi pada sisi lainnya 

pengangkatan dan pembentukan penyidik termasuk dalam lingkup urusan 

Pemerintah Pusat di bidang yustisi. 

Ketertiban dan keamanan merupakan kondisi yang dinamis sebagai 

pendukung terselenggaranya proses pembangunan di daerah guna mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur. Guna mewujudkan Kabupaten Asahan yang 
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tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi masyarakat, maka 

perlu adanya upaya dalam meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman 

Mayarakat. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat 

menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Asahan 

yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Seiring perkembangan sistem pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten 

Asahan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Perda tersebut salah satunya 

mengatur tentang Tertib Tempat Usaha Permainan anak-anak. 

Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan yang dinamis 

yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat 

melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Tujuan dalam 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban 

Umum ialah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menjaga dan 

memelihara ketertiban umum dan kelestarian lingkungan hidup, yang secara tidak 

langsung menunjang pembangunan yang berkesinambungan. 

Tertib Tempat Usaha adalah teraturnya para pedagang dalam menjalankan 

usaha yang dijalankan secara rutin dalam suatu bidang usaha tertentu dengan 

maksud mencari keuntungan. Setiap orang yang melakukan kegiatan usahanya 

yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan harus bertanggung jawab 

terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta 

keindahan disekitar tempat usaha yang bersangkutan. 
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Usaha Permainan Anak-Anak adalah Sebuah  permainan yang dapat 

dinikmati oleh setiap anak-anak dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana 

untuk menonton serta meningkmatinya atau mempergunakan fasilitas yang 

disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran. 

Penyedia layanan hiburan dan fasilitas bermain anak berkawajiban untuk 

memberikan perlindungan terhadap anak baik secara fisik, mental dan social. 

Penyedia layanan hiburan dan fasilitas bermain anak harus mempekerjakan tenaga 

terlatih yang mengetahui tentang kebutuhan dan keamanan anak dalam bermain 

dengan mementingkan keseamatan anak dari kepentingan yang lain, Dalam 

menjalankan usaha tersebut penyedia fasilitas bermain anak tidak melebihi pukul 

22.00 WIB serta dilarang menggunakan jalan untuk menjalankan alat usaha 

permainan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. 

Dalam perkembangan dinamika kebijakan peraturan perundang- undangan 

antara lain dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan 

Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 

tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja maupun 

perkembangan sosiologis dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Asahan, maka 

pembentukan peraturan daerah mengenai Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

menjadi sebuah keharusan. 

Banyak pengusaha permainan anak-anak di Kabupaten Asahan yang 

membuka usahanya tanpa mempertimbangkan aspek social dan dampak 

lingkungan yang terjadi disekitarnya. Ada berbagai tempat Usaha Permainan anak 
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di Kabupaten Asahan, antara lain Irian Super Market yang terletak di jalan Imam 

Bonjol, Time Zone yang terletak dijalan Diponegoro, Tempat bermain anak yang 

terletak di Kecamatan Tinggi Raja dan Usaha permainan anak yang terletak di 

Taman Kota Kisaran. Banyak pengusaha yang menjalankan permainan anak di 

taman kota tanpa mematuhi Peraturan Daerah yang ada. Para pengusaha tersebut 

selalu menjalankan usahanya melebihi waktu yang telah diatur dalam Peraturan 

Daerah pukul 22.00 WIB, Para pengusaha permainan anak selalu memakai badan 

jalan maupun jalan umum dalam menjalankan usahanya tanpa memperdulikan 

sekelilingnya. Usaha permainan anak yang terdapat di taman kota menyebabkan 

arus lalu lintas macet dan . Taman kota yang dijadikan usaha permainan anak oleh 

orang-orang tidak bertanggung jawab menyebabkan taman menjadi kotor. 

Munculnya ketidakserasian di ruang dan tidak berfungsinya ruang publik dengan 

semestinya, yang akhirnya mengurangi nilai terhadap wajah Kota Kisaran pada 

umumnya dan ruang publik itu sendiri. 

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegakan 

kebijakan daerah, harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat 

dan kebijakan peraturan perundang-undangan, serta hubungan koordinasi dan 

sinergitas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Hal ini didasarkan pada 

permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menciptakan kondisi yang 

kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja sebagai ujung tombak dalam 

menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan di harapkan mampu 
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menertibkan dan membina para Pengusaha yang Usaha Permainan Anak-Anak. 

Menumpuknya Usaha Permainan Anak yang tidak peduli terhadap social dan 

dampak lingkungan membutuhkan penanganan yang tepat karena pesatnya 

perkembangan para Pengusaha usaha anak-anak di kawasan kabupaten Asahan 

telah menggunakan fasilitas umum yang bukan di peruntukan untuk menjalankan 

usaha dan akibatnya adalah menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban 

umum, kebersihan, dan kelancaran lalu lintas. 

Penjabaran diatas adalah dasar ketertarikan penulis untuk mengangkat 

pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 

1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang akan dijadikan 

sebagai skripsi. Harapannya melalui pembahasan permasalahan ini dapat 

ditemukan solusi yang nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan 

bagi pemerintahan Kabuaten Asahan dalam mengatasi persoalan-persoalan 

penerapan Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebagaimana yang diatur dengan 

tegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018. Sehingga 

tujuannya yang tercantum di dalam Peraturan Daerah tersebut untuk dapat dapat 

tercapai. 

Dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul  peneletian 

dengan judul “Implementasi  Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 

Tahun 2018 Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usaha  Di Kantor Satpol PP 

Kabupaten Asahan” 
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1.2 Pembatasan Masalah  

 Mengingat luasnya pembahasan Pelayanan Tertib Tempat Usaha Di 

Kabupaten Asahan, maka agar pembahasan lebih terfokus penulis mengemukakan 

batasan-batasan persoalan dalam proposal  ini. Secara lebih spesifik penulis hanya 

membatasi pada masalah Tertib Tempat Usaha Permainan Anak-Anak Di 

Kabupaten Asahan. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

 Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan 

sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti 

serta mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji 

(dibahas) dalam suatu penelitian. 

 Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat 

difokuskan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi  Peraturan 

Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 Dalam Rangka Pelayanan Tertib 

Tempat Usaha  Di Dinas Satpol PP Kabupaten Asahan ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka 

dapat ditetapkan tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut: 
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Untuk mengetahui Implementasi  Peraturan Daerah Kabupaten Asahan 

Nomor 1 Tahun 2018 Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usaha  Di Dinas 

Satpol PP Kabupaten Asahan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk melatih penulis dalam mengembangkan wawasan fikiran secara 

ilmiah, Rasional dalam menghadapi masalah-masalah yang ada dan timbul 

dilingkungannya. 

2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan fikiran pada 

penulis, masyarakat yang membaca karya ilmiah ini, Pemerintah Asahan, 

Dinas Satpol PP Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usaha di 

Kabupaten Asahan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I :    PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Pembatas Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian, 

serta sistematika penulisan. 

BAB II :   URAIAN TEORITIS 

Bab ini menguraikan tentang pengertian implementasi, pengertian 

kebijakan, pengertian kebijakan publik, pengertian implementasi 
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kebijakan publik, pengertian ketenteraman dan ketertiban umum 

dan pengertian fasilitas bermain anak 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, 

narasumber/informan, definisi konsep, kerangka konsep, 

kategorisasi, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan 

lokasi  waktu penelitian. 

BAB IV :  ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Bab ini menguraikan hasil data yang diproleh dari lapangan 

sehingga peneliti dapat memberikan interprestasi atas 

permasalahan yang diteliti. 

BAB V:    PENUTUP  

Bab ini menguraikan tentang simpulan dan saran dari semua hasil 

yang di teliti. 

DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

Tinjauan teoritis merupakan landasan berfikir untuk melakukan penelitian 

dan memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep 

guna menghindari adanya salah pengertian. Maka beberapa definisi konsep yang 

dipakai dalam penelitian ini sesuai dengan kerangka teoritis yang telah di 

kemukakan bawah ini, adapun yang menjadi tinjauan teoritis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

2.1 Pengertian Implementasi 

Secara Etimologi Pengertian Implementasi Dalam kamus Lexicon Webster 

Dictionary yang dikutip dalam buku Wahab (2006: 64) disebutkan bahwa Konsep 

implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to implement. Dalam kamus besar 

Webster to implement (mengimplementasikan) berarti  to privide the means for 

carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan to give 

practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). 

Dalam buku Wahab (2006: 64) disebutkan bahwa Konsep implementasi 

berasal dari bahasa Inggris, yaitu to implement. Dalam kamus besar Webster to 

implement (mengimplementasikan) berarti  to privide the means for carrying out 

(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan to give practical effect to 

(untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). 

Menurut Van Meter dan Van Horn, dalam Wahab, (2006: 65), 

implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau 
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kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang 

telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 

Menurut Setiawan (2004:39) Implementasi adalah perluasan aktivitas 

yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk 

mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. 

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pelaksanaan/ 

penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana 

rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Kata implementasi 

sendiri berasal dari bahasa Inggris “to implement” artinya mengimplementasikan. 

Tak hanya sekedar beraktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang 

direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma 

tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. 

Hakikat Implementasi yang pada praktiknya diterapkan pada implementasi 

kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier Widodo, (2010: 87) adalah 

memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan 

berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk 

mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. 

Dari beberapa pengertian implementasi menurut para ahli yang 

dikemukakan diatas, maka penulis simpulkan bahwa implementasi ialah 

merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan 

dengan harapan akan memperoleh sesuatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau 

sasaran dari kebijakan. 
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2.2 Pengertian Kebijakan 

Secara umum istilah kebijakan dan kebijaksanaan seringkali dipergunakan 

secara bergantian. Kedua istilah ini terdapat banyak kesamaan dan sedikit 

perbedaan, sehingga tak ada masalah yang berarti bila kedua istilah itu 

dipergunakan secara bergantian.  

Pengertian Policy atau kebijakan, Donovan dan Jackson dalam Keban 

(2004:55) menjelaskan bahwa policy dapat dilihat secara filosofis, sebagai suatu 

produk, sebagai suatu proses dan sebagai kerangka kerja. Sebagai suatu konsep 

filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan; 

sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau 

rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara 

dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang 

diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan 

sebagai kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan 

negoisasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya. 

 Menurut Dye (2005:17) kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan 

atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan 

dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang 

baik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan 

berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, 

walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan dirugikan, disinilah letak 

pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.  
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 Kebijakan adalah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku 

yang konsisten dan berulang, baik dari pihak yang membuatnya maupun pihak 

yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu) menurut Ealau dan Prewitt dalam 

Suharto ( 1997: 6). 

 Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh 

para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi 

tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan : what, why, who, where, dan 

how. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-

lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur 

yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan. 

 

2.3 Pengertian Kebijakan Publik 

Menurut Dye (2005:105) Kebijakan publik adalah apa pun juga yang 

dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan 

(mendiamkan) sesuatu itu. 

 Menurut Lemiuex dalam Wahab (2012:15) kebijakan publik adalah 

produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-

masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-

aktor politik yang berhubungannya terstruktur. 

Easton dalam Islamy (2000: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai 

pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat (the 

authoritative allocation of values for the whole society). Berdasarkan definisi ini, 

Easton menegaskan sesuatu pada mayarakat dan pilihan pemerintah untuk 
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melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut, diwujudkan dalam 

pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. 

Menurut Anderson dalam Sunggono (1394: 22), implikasi dari pengertian 

kebijakan publik adalah: 

a. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan 

tindakan yang berorientasi pada tujuan 

b. Kebijikan publik berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat 

pemerintah 

c. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh 

pemerintah. Jadi, bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan 

melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu 

d. Kebijakan publik bersifat positif falam arti merupakan beberapa bentuk 

tindakan pemerintah mengenai masalah tertentu atau bersifat negatif dalam 

arti merupakan keputusan penjabat pemerintah untuk tidak melakukan 

sesuatu 

e. Kebijakan publik dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan 

pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa. 

Menurut Dye (1992: 3) “ Public Policy is whatever the government chose 

to do or not to do” (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk 

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila 

pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena 

kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih 
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untuk tidak melakukan ssuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada 

tujuannya. 

Dari uraian definisi kebijakan publlik diatas dapat disimpulkan kebijakan 

publik pada umumnya di tujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau 

tujuan tertentu. Kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan 

mempunyai manfaat positif. Dengan kata lain, suatu tindakan atau suatu perbuatan 

haruslah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara, 

sehingga apabila kebijakan yang dijalankan tidak sesuai dengan keinginan 

pemerintah atau negara maka kebijakan publik tersebut tidaklah efektif. 

maka kebijakan publik tersebut tidaklah efektif. 

2.3.1 Tujuan Kebijakan 

Fungsi utama dari Negara adalah mewujudkan, menjalankan dan 

melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan 

dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, menurut 

Hoogerwerf tujuan dari kebijakan publik adalah;  

1). Memelihara ketertiban umum  

2). Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal  

3). Memadukan berbagai aktivitas  

4). Menunjuk dan membagi benda material dan non material  

2.3.2 Jenis Kebijakan Publik 

Menurut James E. Anderson, kebijakan publik dapat di kelompokkan 

sebagai berikut : 

1). Substantive Policies and Procedural Policies. 
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Substantive Policies adalah kebijakan yang dilihat dari substansi 

masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Misalnya : kebijakan politik 

luar negeri, kebijakan di bidang pendidikan, kebijakan ekonomi, dan 

sebagainya. Dengan demikian yang menjadi tekanan dari substansi 

policies adanya pokok masalahnya (subject matter) kebijakan.  

Procedural Policies adalah suatu kebijakan yang dilihat dari pihak-

pihak mana saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik, 

serta cara bagaimana suatu kebijakan publik diimplementasikan. 

2). Distributive, Redistributive, and self Regulatory Policies. 

Distibutive Policies adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang 

pemberian pelayanan atau keuntungan bagi individu-individu, 

kelompok-kelompok, perusahaan-perusahaan atau masyarakat 

tertentu.  

Redistributive Policies adalah kebijakan yang mengatur tentang 

pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak-hak di antara kelas-

kelas dan kelompok penduduk.  

Self Regulatory Policies adalah kebijakan yang mengatur tentang 

pembatasan atau pelanggaran perbuatan atau tindakan bagi seseorang 

atau sekelompok orang. 

3). Material Policies adalah kebijakan-kebijakan tentang pengalokasian 

atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi para 

penerimanya, atau mengenakan beban-beban bagi mereka yang 

mengalokasikan sumber-sumber material tersebut. 
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4). Publik Goods and Private Goods Policies 

Publik Goods Policies adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang 

penyediaan barang-barang dari pelayanan-pelayanan untuk 

kepentingan orang banyak.  

Private Goods Policies merupakan kebijakan-kebijakan tentang 

penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan untuk 

kepentingan perorangan yang tersedia di pasar bebas, dengan imbalan 

biaya tertentu. 

2.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan 

Pembuatan kebijakan bukan merupakan pekerjaan yang mudah dan 

sederhana. Setiap administrator dituntut memiliki kemempuan/keahlian, 

tanggung jawab dan kemauan, sehingga dapat membuat kebijaksanaan 

dengan segala resikonya, baik yang diharapkan (intended risks) maupun tidak 

diharapkan (unintended risks).Faktor-faktor yang mempengarui pembuatan 

kebijakan menurut Nigro dan Nigro antara lain: 

1) Adanya Pengaruh Tekanan Dari Luar 

Administrator sering harus membuat keputusan kerena adanya tekanan 

dari luar walaupun ada pendekatan pembuatana keputusan dengan 

nama rational comprehensive, yang berarti administrator sebagai 

pembuat keputusan harus mempertimbangkan alternatif yang akan 

dipilih berdasarkan penilaian rasional. Akan tetapi, proses dan 

prosedur pembuatan keputusan tidak dapat dipisahkan dari dunia 
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nyata sehingga adannya tekanan-tekanan dari luar ikut berpengaruh 

terhadap proses pembuatan keputusannya. 

2) Adanya Pengaruh Kebiasaan Lama 

Kebiasaan lama organisasi (Nigro menyebutnya dengan istilah sunk 

costs) seperti kebiasaan investasi modal, sumber dan waktu sekali 

dipergunakan untuk membiayai program tertentu, cenderung akana 

selalu diikuti kebiasaan itu oleh para administrator kendatipun 

keputusan yang berkenaan telah dikritik dan perlu diubah. Kebiasaan 

lama itu akan terus diikuti apabila suatu kebijaksanaan yang telah ada 

dipandang memuaskan. Kebiasaan lama sering diwarisi oleh para 

administrator yang baru dan mereka secara terang-terangan mengkritik 

atau menyalakan kebiasaan lama yang telah berlaku atau yang 

dijalankan oleh para pendahulunya, apalagi para administrator baru 

ingin segera menduduki jabatan kariernya. 

3) Adanya Pengaruh Sifat-Sifat Pribadi 

Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan 

banyak mempengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Seperti dalam 

proses penerimaan/pengangkatan pegawai baru, faktor sifat-sifat 

pribadi pembuat keputusan berperan besar. 

4) Adanya Pengaruh Dari Kelompok Luar 

Lingkungan sosial dan para pembuat keputusan juga berpengaruh 

terhadap pembuatan keputusan, seperti masalah pertikaian kerja, 

pihak-pihak yang bertikai kurang respek pada upaya penyelesaian oleh 
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orang dalam, tetapi keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang 

dianggap dari luar dapat memuaskan. Pembuatan keputusan sering 

juga dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dari orang 

lain yang sebelumnya berada di luar bidang pemerintahan. 

5) Adanya Pengaruh Keadaan Masa Lalu 

Pengalaman latihan dan pengalaman (sejarah) pekerjaan yang 

terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan. Misalnya, orang 

sering membuat keputusan untuk tidak melimpahkan sebagian dari 

wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain kerena khawatir 

wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan disalahgunakan. 

2.3.4 Model-model dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik 

Menurut buku yang berjudul “Ilmu Administrasi Publik 

Kontemporer” bahwa model yang dipergunakan dalam kebijakan publik ini 

termasuk golongan model konseptual. Model seperti ini berusaha untuk: 

1). Menyederhanakan dan menjelaskan pemikiran-pemikiran tentang 

politik dan kebijakan publik. 

2). Mengidentifikasikan aspek-aspek yang penting dari persoalan-

persoalan kebijakan. 

3). Menolong, seseorang untuk berkomunikasi dengan orang-orang lain 

dengan memusatkan pada aspek-aspek (features) yang esensial dalam 

kehidupan politik. 
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4). Mengarahkan usaha-usaha ke arah pemahaman yang lebih baik 

mengenai kebijakan publik kebijakan publik dengan menyarankan hal-

hal maanakah yang dianggap penting dan yang tidak penting. 

5). Menyarankan penjelasan-penjelasan untuk kebijakan publik dan 

meramalkan akibat-akibatnya. 

2.3.5 Proses Pembuatan Kebijakan Publik 

Dalam buku Studu Analisis Kebijakan terdapat enam tahapan dalam 

proses pembuatan kebijakan publik, yaitu: 

1). Perumusan Masalah 

Perumusan masalah memberikan informasi mengenai kondidi-kondisi 

yang menimbulkan masalah.  

2). Forecasting (Peramalan) 

Peramalan dapat memberikan informasi mengenai konsekuensi pada 

masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk 

apabila tidak membuat kebijakan. 

3). Rekomendasi Kebijakan 

Rekomendasi memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari 

setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang 

memberikan manfaat bersih paling tinggi. 

4). Monitoring Kebijakan  

Monitoring memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang 

dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk 

kendala-kendalanya.  
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5). Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi kebijakan memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil 

dari suatu kebijakan. 

 

2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 

  Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Indonesia berarti 

pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu 

kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. 

 Kamus Webster, merumuskan bahwasannya to implement 

(mengimplementasikan) berarti to provide the means for carryingout 

(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practicia effect to 

(menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertiaan tersebut 

mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertakan 

sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat 

terhadap sesuatu itu. 

 Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah 

bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk 

positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan 

atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau 

diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. 

 Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2005: 102) menyatakan 

implementasi kebijakan publik merupakan sebagai tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang 



   22 
 

telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini 

mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputuan menjadi tindakan-

tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka 

melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil 

yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. 

 Selanjutnya bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara 

agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementaikan 

kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung 

mengimplementasikannya dalam bentuk program atau melalui kebijakan turunan 

dari kebijakan publik tersebut.  

 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan 

suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu 

aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil 

yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan dari 

implementasi kebijakan publik dapat diukur atau dilihat dari proses dan 

pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu tercapai atau tidaknya suatu tujuan-

tujuanyang ingin diraih. 

2.4.1  faktor-Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik 

Menurut George C. Edward III dalam Subarsono (2005: 9) 

mengajukan beberapa faktor yang berperan penting dalam pencapaian 

keberhasilan implementasi, diantaranya sebagai berikut 

1) Komunikasi 



   23 
 

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor 

mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan 

sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran 

(target group) sehingga akan mengurangi distori implementasi. 

Apabila tujuan dan sasaran suatu kubijakan tidak jelas atau bahkan 

tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka 

kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. 

2) Sumberdaya  

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan 

konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk 

melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya 

tersebut dapat berwujud sumberdayamanusia, yakni kompetensi 

implementor dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor 

penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber 

daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. 

3) Disposisi 

Disposisi adalah watak dan karakteritik yang dimiliki oleh 

implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila 

implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat 

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh 

pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi 

tidak efektif. 

4) Struktur Birokrasi 



   24 
 

Stuktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. 

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi 

adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating 

procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap 

implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang 

akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, 

yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya 

menyebabkan aktivitas organissasi tidak fleksibel.  

 

2.5 Pengertian Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ke'ten'te'ram'annl 

keadaan tenteram; keamanan; 2 ketenangan (hati, pikiran). Ketenteraman secara 

umum dapat didefinisikan sebagai suasana batin dari individu dan/atau 

masyarakat karena terpenuhinya kebutuhan dan keinginan sesuai norma-norma. 

Suasana batin yang terpenuhi bisa disebabkan karena pikiran tak terpenuhi atau 

terganggu oleh kejahatan di lingkungan sekitar ataupun kericuhan yang terjadi. 

Kesibukan pikiran untuk meng andai- andai keburukan yang akan dialaminya 

menjadi pemicu stress dan menyebabkan hati tidak tenang. pada dasarnya jika 

masing- masing individu sudah terhindar dari kegelisahan maka saat itulah 

individu tersebut sedang merasakan ketenteraman. 

Manusia merupakan makhluk sosial, hidup berkerompok dan saling 

tergantung satu sama lain. Perilaku antara individu satu terhadap individu lainnya 
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sangat berpengaruh, baik pengaruh yang bersifat positif maupun negatif. 

Kehidupan yang tertib dapat membantu manusia untuk menghindari pengaruh 

yang buruk. Sangaflah penting bagi setiap individu untuk menjaga ketertiban 

umum dalam menciptakan kehidupan yang harmonis. Ketertiban berasal dari kata 

tertib dimana terdapat suatu keadaan yang sesuai dan teratur baik. Ketertiban 

berarti aturan yang telah disepakati berjalan dengan baik dan lancar, sehingga 

tidak diperlukan lagi petugas maupun pengawas. Salah satu penyebab pentingnya 

ketertiban dapat dilaksanakan adalah diperlukan adanya kepatuhan. Ketertiban 

didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan karena normanorma 

yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Maka 

masyarakat harus mempertahankan tatanan yang ada. Ketertiban dapat membuat 

masyarakat disiplin. Seperti kata pepatah, "Disiplin tidak menjamin keberhasilan, 

tapi tidak ada keberhasilan tanpa disiplin". Jika masyarakat disiplin dan mampu 

mengontrol diri maka dengan mudah ketertiban akan tercipta dan sedikit demi 

sedikit Negara Indonesia mampu maju dan mengejar segala ketertinggalan. 

Dengan ketertiban seseorang berusaha mengetahui dan mencermati aturan agar 

perjalanan menjadi lebih lancar. Menurut Mochtar Kusumaatmaja "Ketertiban " 

adalah tujuan pokok dan utama dari segala hukum, kebutuhan terhadap ketertiban 

ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia 

yang teratur, ketertiban sebagai suatu tujuan hukum, merupakan fakta objektif 

yang berlaku bagi segala masyarakat, manusia dalam segala bentuknya untuk 

mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar 

manusia dalam masyarakat. 
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2.6 Pengertian Fasilitas Bermain Anak 

Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan 

memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan. Lebih luas lagi tentang 

pengertian failitas, Arikonto (1997) berpendapat, Fasilitas dapat diartikan sebagai 

segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan segala 

sesuatu usaha. Fasilitas sesungguhnya merupakan tourist supply yang perlu 

dipersiapkan atau disediakan bila akan mengembangkan industri permainan anak-

anak, kerena kegiatan usaha permainan anak-anak pada hakekatnya tidak lain 

adalah salah satu kegiatan dari sector perekonomian juga. 

 Menurut Tjiptono (2006) dengan fasilitas yang baik maka dapat 

membentuk persepsi di mata pelanggan. Di sejumlah tipe jasa, persepsi yang 

terbentuk dari interaksi antara pelanggan dengan fasilitas berpengaruh terhadap 

kualitas jasa di mata pelanggan. Sedangkan menurut Raharjani (2005) 

menyatakan bahwa apabila suatu perusahaan jasa mempunyai fasilitas yang 

memadahi sehingga dapat memudahkan konsumen dalam menggunakan jasanya 

dan membuat nyaman konsumen dalam menggunakan jasanya tersebut maka akan 

dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian jasa. Selain itu 

perusahaan yang memberikan suasana menyenangkan dengan desain fasilitas 

yang menarik akan mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian. 

Fasilitas bermain anak ialah segala sesuatu yang berupa benda yang terdapat pada 

tempat permainan anak-anak serta dapat dimainkan oleh anak-anak  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah dua metode yang berbeda, 

menurut (Sugiono: 2014) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

Penelitian kuantitatif menurut (Sugiono: 2014) ialah Metode kuantitatif 

dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan 

sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut 

sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode 

ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah 

yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga 

disebut metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan 

dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena 

data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis 

penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam 

penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut 
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sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses 

analisis data. 

 Adapun jenis penelitian yang akan digunakan di dalam penulisan proposal 

skripsi ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan 

objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya. 

 Data deskriptif menurut seorang ahli dapat dilihat sebagai sebuah indikator 

bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang 

menyebabkan prilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni : ucapan, tulisan, 

atau prilaku yang dapat di amati dari orang-orang (subjek itu sendiri). Data-data 

yang disampaikan adalah data sebenarnya atau sebagaimana adanya (natural 

setting) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan-bilangan 

(tidak ditrasformasikan menjadi angka atau rumus dan tidak ditafsirkan sesuai 

dengan ketentuan statistik/matematika). 

 Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran tentang 

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 Dalam 

Rangka Pelayanan tertib Tempat Usaha Di Dinas Salpol PP Kabupaten Asahan 

berdasarkan fakta-fakta yang ada dan akan mencoba menganalisis kebenarannya 

berdasarkan data yang di peroleh. 
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3.2 Kerangka Konsep  

Dari uraian teoritis diatas, maka dapat kita kembangkan bahwa kerangka 

konsep  dapat di gambarkan dalam sebuah sebuah model teoritis seperti yang di 

bawah ini. 

Gambar 3.1 

Kerangka Konsep 
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3.3 Defenisi Konsep 

 Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak, kejadian keadaan, kelompok atau individu yang 

menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik 

jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu. 

 Bekaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-

konsep sebagai berikut : 

1. Implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh 

pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh sesuatu hasil yang 

sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan. 

2. Kebijakan publik merupakan intervensi pemerintah yang memiliki 

serangkaian tujuan dalam memberikan suatu batasan-batasan di dalam 

kehidupan sosial masyarakat agar tidak terjadi kesimpangan perilaku di 

dalam masayarakat. 

3. Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasif 

yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini 

terletak diantara perumusan kebiijakan dan evaluasi kebijakan. 

4. Pengertian Ketenteraman Dan Ketertiban Umum ialah suatu keadaan 

dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan 

Masyarakat dapat melakukan kegiatanya dengan tentram, tertib dan 

teratur. 
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5. Fasilitas bermain anak ialah segala sesuatu yang berupa benda yang 

terdapat pada tempat permainan anak-anak serta dapat dimainkan oleh 

anak-anak 

 

3.4  Kategorisasi 

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel 

penelitian sehingga di ketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian 

pendukung untuk menganalisa variable tersebut. 

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a) Adannya tindakan dan tujuan  dalam pengimplementasian Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2018. 

b) Adanya unsur  pelaksana. 

c) Adanya sarana yang mendukung dari pembuat kebijakan kepada pelaksana 

kebijakan. 

d) Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan 

kepada pelaksana kebijakan. 

 

3.5 Narasumber 

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah 5 (Lima) orang, antara 

lain: 

1. Tiga orang dari Satuan Polisi Pamong Praja 

a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 
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b. Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman 

c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah 

2. Satu orang dari pihak Pengusaha Permainan Anak-Anak  

3. Satu orang pihak masyarakat 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan proposal ini 

adalah : 

a. Data Primer  

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah melakukan 

pengamatan secara langsung yang di proleh dari lokasi yang telah 

ditentukan.Adapun yang menjadi langkah dalam penelitian ini ialah 

dengan meng-     gunakan wawancara, yaitu mengajukan beberapa 

pertanyaan terhadap narasumber/responden yang berkaitan dalam 

penelitian. 

b. Data Skunder 

Merupakan hasil pengumpulan data yang diteliti yang mempelajari 

berbagai literature, buku-buku, dokumen-dokumen, maupun catatan 

tertulis yang relevan dengan masalah yang di teliti. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Reduksi  data menurut Miles & Hubermen (1992: 16) ialah sebagai proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstakan, dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. 
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Menurut Salim (2006: 22) penyajian data adalah cara mengembangkan 

sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.  

Penarikan kesimpulan adalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi 

yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 

berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas 

dalam pikiran penganalisis selama ia menulis. 

 

3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan diteliti dalam 

mencari dan mengumpulkan data yang berguna/ bermanfaat dalam penelitian. 

Adapun yang menjadi lokasi pada penelitian ini adalah di Kantor Satpol PP 

Kabupaten Asahan dan waktu penelitian direncanakan selama tiga minggu di 

minggu ke dua bulan Februari 2021 sampai minggu pertama bulan Maret 2021. 

3.8.1  Deskripsi Lokasi Penelitian 

a. Deskripsi Kabupaten Asahan 

Kabupaten Asahan berada di kawasan Pantai Timur Sumatera 

Utara. Terletak pada garis 2°30'00" 3°10'00" Lintang Utara, 99⁰01' - 

100°00' Bujur Timur dengan ketinggian 0 1.000 m di atas permukaan laut. 

Kabupaten Asahan menempati area seluas 3.732,97 km² yang 

terdiri dari 25 Kecamatan, 204 Desa/Kelurahan Definitif. Kecamatan 

Bandar Pasir Mandoge merupakan Kecamatan yang terluas, dengan 

luasnya sebesar 713,63 km² atau sekitar 19,11 persen dari total luas 
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Asahan, diikuti Kecamatan Sei Kepayang dengan luas 370,69 km² atau 

9,93 persen. sedangkan luas daerah terkecil adalah Kecamatan Kisaran 

Timur dengan luas 30,16 km² atau sekitar 0,80 persen dari total luas 

wilayah Asahan. Wilayah Kabupaten Asahan di sebelah Utara berbatasan 

dengan Kabupaten Batu Bara, di sebelah Selatan dengan Kabupaten 

Labuhan Batu Utara dan Toba Samosir, di sebelah Barat berbatasan 

dengan Kabupaten Simalungun dan di sebelah Timur berbatasan dengan 

Selat Malaka. 

 

3.9 Deskripsi Hasil Penelitian 

3.9.1 Sejarah Singkat Satuan Polisi Pamong Praja  Kabupaten Asahan 

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat 

Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta 

menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja satuan Polisi Pamong 

Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di 

Daerah Provinsi dan Daerah/Kota. 

- Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui 

Sekretaris Daerah  

- Di Daerah/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/WaliKota melalui 

Sekretaris Daerah. 
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Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya 

pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu 

mengasuh. Mengasuh anak kecil misalnya itu biasanya dinamakan mengemong 

anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau 

Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pamong Praja 

adalah Pegawai Negeri yang mengurus Pemerintahan Negara.  

Definisi lain Polisi adalah Badan Pemerintaha yang bertugas memlihara 

keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga 

keamanan. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat 

disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan 

mengamankan keputusan Pemerintah di wilayah kerjanya. 

Menurut pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 

tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan “Polisi Pamong Praja 

adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah 

dalam memelihara dan menyelenggarakan kententraman dan ketertiban umum, 

menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”.  

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC 

menduduki Batavia di bawah pimpinan WaliKota Jendral Pieter Both, bahwa 

kebutuhan memelihara ketentraman dan ketertiban penduduk sangat diperlukan 

karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis 

baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan 

terhadap  gangguan ketentraman dan keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut 

maka dibentuklah BAILLUW, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan 
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Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC 

dengan warga serta menjaga ketertiban dan ketentraman warga. Kemudian 

pada masa kepemimpinan Raaffles, dikembangkanlah Bailluw dengan dibentuk 

Satuan lainnya yang disebut Besturrs Politie atau Polisi Pamong Praja yang 

bertugas membantu Pemerintah di Tingkat Kawedanan yang bertugas menjaga 

ketertiban dan ketentraman serta keamanan warga. Menjelang akhir era 

Kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang Organisasi Polisi Pamong 

Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, 

dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya 

bercampur baur dengan Kemiliteran. Pada masa Kemerdekaan tepatnya 

sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja 

tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar 

Hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan 

diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948. Secara definitif 

Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas 

dan fungsinya sam, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong 

Praja dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1948 pada tanggal 30 

Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan 

Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya 

menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. 

2. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP,32/2/21 

disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.  
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3. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum 

dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong 

Praja diubah menjadi Pagar Baya. 

4. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 

1 Tahun 1963 Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja. 

5. Setelah diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi 

Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah. 

6. Dengan diterbitkannya UU No. 22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja 

diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai 

Perangkat Daerah. 

7. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat 

keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah 

dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban 

Umum dan Ketentraman Masyarakat  dibentuk Satuan Polisi Pamong 

Praja 

Meskipun keberadaan kelembagaan Polisi Pamong Praja dan 

Perlindungan  Masyarakat telah beberapa kali mengalami perubahan baik 

struktur organisasi maupun Nomenklatur, yang kemungkinan dikemudian hari 

masih berpeluang untuk berubah, namun secara substansi tugas pokok Satuan 

Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat tidak mengalami perubahan 

yang berarti. “Keberadaan Polisi Pamong Praja dalam jajaran Pemerintah 

Daerah mempunyai arti khusus yang cukup strategis, karena tugas-tugasnya 
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membantu Kepala Daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta 

Penegakan Peraturan Daerah sehingga dapat berdampak pada upaya 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”. 

Mengenai pengertian Polisi Pamong Praja mengalami perbedaan atau 

perubahan antara Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004. Pengertian Polisi Pamong Praja menurut Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah perangkat wilayah yang bertugas 

membantu kepala wilayah dalam menyelenggarakan Pemerintah umum 

khususnya dalam melaksanakan wewenang. Tugas dan kewajiban di bidang 

ketentraman dan ketertiban masyarakat (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 

tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah). 

Pengertian Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah yang bertugas 

membantu kepala daerah dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan 

ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Pasal 148 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). 

Bila melihat pengertian Polisi Pamong Praja tersebut diatas, dapat 

disimpulkan bahwa perbedaan Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang 

Nomor 5 tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 adalah : 

1. Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 

adalah sebagai Aparat Daerah yang bertanggung jawab kepada kepala 

wilayah artinya Aparat Pemerintah pusat yang dikerjakan di daerah, 

(Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah 
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daerah). Sedangkan polisi Pamong Praja Menurut Undang-Undang Nomor 

32 tahun 2004 adalah sebagai aparat daerah yang bertanggung jawab 

kepada Kepala Daerah (Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah).  

Ruang lingkup tugas kerja Polisi Pamong Praja menurut Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1974 hanya membantu Kepala wilayah di bidang 

ketentraman dan ketertiban masyarakat, (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah). Sedangkan ruang lingkup 

tugas polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 

diperluas selain menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban 

umum juga ketentraman masyarakat dalam Penegakan Peraturan Daerah 

(Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah. 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dibentuk pada 

tanggal 23 Maret 2004 dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Asahan dan terakhir Peraturan Daerah Nomor : 

39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Asahan. 

Untuk mewujudkan Visi dan Misinya, Pemerintah Kabupaten 

Asahan dengan segala potensi yang ada senantiasa berusaha untuk 

berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam 

melaksanakan tugas-tugas Pemerintah khususnya bidang Ketentramanan, 
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Ketertiban dan Keindahan (K3). Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Asahan berkedudukan di Jl. Taufan Gama Simatupang, 

Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kisaran Barat Kode Pos 21213. 

3.9.2 Visi Dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan 

Visi  

“Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Serta Penegakan 

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan” 

Misi : 

 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah 

 Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan 

ketertiban 

 Meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan 

 Menertibkan para Pedagang Kaki Lima yang berada diwilayah 

Kabupaten Asahan 

3.9.3  Tugas Dan Fungsi 

Pihak-pihak yang mengelolah dalam suatu organisasi diatur sedemikian 

rupa dalam suatu struktur organisasi struktur merupakan hasil proses 

pengorganisasian. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dasar tertentu 

yang menunjukan hubungan satuan-satuan organisasi individu-individu yang 

berada didalam suatu organisasi. Melalui struktur organisasi maka tugas-tugas 

wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat dapat diketahui dengan jelas 

bersama-sama secara harmonis. 
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Setiap organisasi baik yang besar maupun yang kecil, harus mempunyai 

struktur organisasi yang baik dan disusun sesuai dengan keadaan yang berlaku 

di organisasi tersebut. Struktur organisasi dibentuk menciptakan suatu pola 

yang dapat mempertinggi efektifitas kerja. Dari struktur organisasi ini akan 

jelas terlihat adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-

masing bagian dalam organisasi, sehingga terdapat kordinasi diantara tiap-tiap 

bagian tersebut. Jadi, dengan adanya struktur organisasi yang baik 

dimungkinkan tiap-tiap orang bekerja dengan efektif dan efesien dalam 

mencapai tujuan yang lebih ditetapkan dalam organisasi. 

Berdasarkan struktur organisasi, penulis melihat bahwa di Kantor 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan ini menetapkan bentuk struktur 

organisasi garis, yang menggambarkan hubungan antar bagian secara 

horizontal dan mencerminkan wewenang serta tanggung jawab secara vertikal. 

Oleh karena itu para bawahan mengenal seorang atasan dan pertanggung 

jawaban diberikan sesuai dengan instruksi atasanya. Sehingga dalam hal ini 

mudah dilakukan pengawasan dan pengalihan wewenang terhadap bawahan. 

Struktur organisasi yang disusun dengan baik dan jelas akan 

mencerminkan sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi digerakkan untuk 

mencapai tujuan dari suatu organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari 

bagan organisasi juga dengan mudah dapat dilihat banyak organisasi, jenjang 

dari masing-masing bagian, garis komando dan informasi yang dihubungkan 

bagian organisasi tersebut. 
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Struktur organisasi penting mengingat pembentukan organisasi yang 

akan membantu melaksanakan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas 

dan tegas antara suatu bagian lainnya, baik pada tingkat manajemen atas 

menengah maupun tingkat bawah. Suatu organisasi harus mempunyai struktur 

organisasi yang sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang akan dilakukan. 

Struktur organisasi adalah merupakan suatu kerangka kegiatan 

organisasi yang menentukan dan memperjelas tentang pembagian tugas atau 

pekerjaan, pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam suatu sistem 

komunikasi yang sesuai sehingga dapat mencapai suatu koordinasi yang baik. 

Dengan adanya struktur organisasi yang memisahkan fungsi dengan 

jelas maka dapat diperoleh keuntungan diantaranya : 

a. Menghindari terjadinya konflik pelaksanaan kerja 

b. Adanya ketegasan dan tanggung jawab dari masing-masing aparat. 

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas tersebut 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a. Perumusan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum, 

perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran. 

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang ketentraman, ketertiban umum, 

perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran. 

c. Pelakasanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman, ketertiban 

umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran. 

d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketentraman, ketertiban umum, 

perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran. 
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e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

Berikut penjabaran tentang tugas pokok dan fungsi di struktural Kantor 

Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Asahan 

a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Satuan 

1. Perumusan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati 

dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, pengembangan 

kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja serta pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran ; 

2. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati 

dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, pengembangan 

kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja serta pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran di daerah; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penegakkan Peraturan Daerah, 

Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, 

pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja serta 

pencegahan dan penanggulangan kebakaran ; 

4. Pelaksanaan administrasi dalam penegakkan Peraturan Daerah, 

Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, 
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pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja serta 

pencegahan dan penanggulangan kebakaran ; dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

b. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris 

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang kesekretariatan. 

2. Pengelolaan dan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, 

perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, dan kerumahtanggaan, 

program kerja dan perundang-undang. 

3. Pengkordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-

tugas bidang secara terpadu. 

4. Pengkordinasian dan penyelenggaraan pelayanan adminstratif  lingkup 

dinas. 

5. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan 

6. Pelaksaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Satuan Polisi 

Pamong Praja sesuai denga tugas dan fungsinya. 

- Subbag Umum Kepagawaian 

a) Penyusunan rencana dan program kerja bidang umum dan 

kepegawaian. 

b) Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, 

kearsipan, kerumahtanggaan dan perundang-undang. 

c) Pelaksanaan pelaporan sub bagian umum dan kepegawaian. 
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d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

- Subbag Keuangan 

a) Penyusunan rencana dan program kerja bidang keuangan. 

b) Pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran dinas. 

c) Pelayanan di bidang keuangan. 

d) Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Keuangan. 

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

- Subbag Program Perencanaan Pelaporan & Evaluasi 

a) Penyusunan rencana dan program kerja bidang perencanaan 

b) Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, 

program, pedoman dan petunjuk teknis serta pelaporan. 

c) Penyiapan bahan penyusunan kebijkan bidang perenvcanaan, 

monitoring dan evaluasi. 

d) Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Perencanaan 

c. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Penegakan Perundang-

Undangan 

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang  peraturan 

Daerah dan Peraturan  Daerah 

2. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan penegakan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Walikota. 

3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan 
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4. Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi 

Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

- Seksi Pembidaan Pengawasan & Penyuluhan 

a) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan 

teknis bidang penegakan dan pengawasan. 

b) Pelaksanaan kegiatan penegakan dan pengawasan. 

c) Pelaksanaan pelaporan kegiatan penegakan dan pengawasan. 

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota seusai 

dengan tugas dan fungsinya. 

- Seksi Penyelidikan & Penyidikan 

a)  Menyusun rencana kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan 

b)  Menyusun dan menghimpun bahan-bahan dalam perumusan 

kebijakan dan peraturan lainnya tentang urusan penyelidikan 

dan penyidikan 

c)  Melaksanakan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap 

bangunan, tempat-tempat usaha dan kegiatan usaha yang diduga 

belum memiliki izin; 

d)  Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan 

terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang 

melakukan pelanggaran atas peraturan daerah, peraturan bupati 

dan keputusan bupati; 
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e) Menyusun berita acara pemeriksaan saksi, saksi ahli atau 

tersangka dalam rangkaian kegiatan penyelidikan dan 

penyidikan atas dugaan adanya pelanggaran peraturan daerah, 

peraturan bupati dan keputusan bupati; 

d. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Ketertiban Umum & 

Ketentraman Masyarakat 

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan 

ketertiban umum. 

2. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan bidang ketentraman dan 

ketertiban umum. 

3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi 

Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

- Seksi Operasional Dan Penegakan Pengendalian 

a) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan 

teknis bidang operasional dan pengendalian. 

b) Pelaksanaan kegiatan operasional dan pengendalian. 

c) Pelaksanaan pelaporan kegiatan operasional dan pengendalian; 

dan 

d) Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

- Seksi Kerjasama 
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a) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan 

teknis bidang kerjasama. 

b) Pelaksanaan kegiatan kerjasama. 

c) Pelaksanaan pelaporan kegiatan kerjasama;dan 

d) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang 

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

e. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemadam 

kebakaran  

2. Pelaksanaan dan mengkordinasikan kegiatan pemadam kebakaran  

3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi 

Pamong Praja sesuan dengan tugas dan fungsinya. 

- Seksi Penyuluhan Dan Penegakan Kebakaran 

a) Pengumpulan dan pengolahan bahan rumusan kebijakan teknis 

bidang penyuluhan dan pencegahan kebakaran. 

b) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pencegahan kebakaran. 

c) Pelaksanaan pelaporan kegiatan penyuluhan dan pencegahan 

kebakaran. 

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sesuai 

dengan tugas fungsinya. 
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- Seksi Penanggulangan Kebakaran 

a) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan 

bidang penaggulangan dan penyelamatan kebakaran. 

b) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan dan penyelamatan 

kebakaran. 

c) Pelaksanaan pelaporan kegiatan penaggulangan dan 

penyelamatan kebakaran. 

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemadam 

Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

f. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perlindungan Masyarakata & 

Sumber Daya Aparatur 

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis 

bidang perlindungan masyarakat dan aparatur. 

2. Pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat dan aparatur. 

3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan perlindungan masyarakat. 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam 

Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas 

fungsinya. 

- Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Dan Pelatihan Dasar 

a) Menyusun rencana kegiatan seksi pelatihan dasar; 

b) Menyusun dan menghimpun bahan-bahan dalam perumusan 

kebijakan dan peraturan lainnya tentang pelatihan dasar; 
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c) Menyusun standar operasional prosedur penyelenggaraan 

fasilitasi pelatihan dasar Satuan Polisi Pamong Praja; 

d)  Melaksanakan pembinaan pengetahuan dan keterampilan dasar 

kepamongprajaan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja; 

e) Membimbing, mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 

menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta 

mencari alternatif pemecahannya; 

- Seksi Bina Potensi Masyarakat Dan Tehnik Fungsional 

a) Menyusun rencana kegiatan seksi teknis fungsional; 

b) Menyusun dan menghimpun bahan-bahan dalam perumusan 

kebijakan dan peraturan lainnya tentang urusan teknis 

fungsional; 

c) Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan urusan bidang teknis 

fungsional; 

d) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan kapasitas 

fungsional PolPP dan keterampilan teknis anggota Satuan Polisi 

Pamong Praja; 

e)   Menyelenggarakan fasilitasi dan mediasi kegiatan peningkatan 

dan pengembangan kapasitas pejabat fungsional Satuan Polisi 

Pamong Praja; 
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3.9.4 Struktur Organisasi 

Berdasarkan dari ketentuan dan kesepakatan yang telah diputuskan 

maka terbentuk lah bagan struktur susunan Organisasi Dinas Satpol PP 

Kabupaten Asahan secara hirarki : 

1. Kepala Satuan 

2. Sekretaris 

3. Subbag Umum Kepagawaian 

4. Subbag Keuangan 

5. Subbag Program Perencanaan Pelaporan & Evaluasi 

6. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan 

7. Seksi Pembidaan Pengawasan & Penyuluhan 

8. Seksi Penyelidikan & Penyidikan 

9. Kepala Bidang Ketertiban Umum & Ketentraman Masyarakat 

10. Seksi Operasional Dan Penegakan Pengendalian 

11. Seksi Kerjasama 

12. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 

13. Seksi Penyuluhan Dan Penegakan Kebakaran 

14. Seksi Penanggulangan Kebakaran 

15. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakata & Sumber Daya Aparatur 

16. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Dan Pelatihan Dasar 

17. Seksi Bina Potensi Masyarakat Dan Tehnik Fungsional 

Adapun bagan struktur/susunan organisasi di Kantor Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Asahan adalah sebagai berikut : 



   52 
 

Gambar 3.2 

Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan 
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3.9.5  Keadaan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan 

Keadaan pegawai di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan 

berjumlah 17 orang, dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel  3.1 

Kedaan pegawai berdasarkan jabatan dan golongan pangkat (gol/ruang) 

No Nama Jabatan Gol/ruang Jumlah 

1 Sofyan Manulang Kepala Satuan Pembina Utama 

Muda (IV/c) 

1 

2 Em. Noor Sekretaris Pembina (IV/a) 1 

3 Supiati Subbag Umum 

Kepegawaian 

Penata Tk. I 

(III/d) 

1 

4 Bakri Darmawan HSB Subbag Keuangan Penata (III/c) 1 

5 Nuri Chrisna Dewi Subbag Program 

Perencanaan 

Pelaporan & Evaluasi 

Pembina (IV/a) 1 

6 Indriati Kabid Penegakan 

Perundang-Undanga 

Daerah 

Penata Tk. I 

(III/d) 

1 

7 Siti Rosmita HSB Bidang Ketertiban 

Umum Ketentraman 

Masyarakat 

Penata Tk. I 

(III/d) 

1 

8 Mhd.Syafii Hutabarat Bidang Pemadam 

Kebakaran 

Penata Tk. I 

(III/d) 

1 
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9 Syafaruddin Siregar Bidang Perlindungan 

Masyarakat & 

Sumber Daya 

Aparatur 

Pembina Tk. I 

(IV/b) 

1 

10 Empeng Tanamai 

Lubis 

Seksi Pembinaan 

Pengawasan & 

Penyuluhan 

Penata Tk. I 

(III/d) 

1 

11 Irsan Bangun Siregar Seksi Operasional 

Dan Pengendalian 

Penata Tk. I 

(III/d) 

1 

12 James Bond Samosir Seksi Penyuluhan 

Dan Pencegahan 

Kebakaran 

Penata Muda 

Tk. I (III/d) 

1 

13 Kaharuddin Hasibuan Seksi Satuan 

Perlindungan 

Masyarakat Dan 

Pelatihan Dasar 

Penata Tk. I 

(III/d) 

1 

14 Pramudya Wisnu 

Murji 

Seksi Penyelidikan 

Dan Penyidikan 

Penata Muda 

Tk. I (III/b) 

1 

15 Ali Atas Seksi Kerjasama Penata (III/c) 1 

16 Arif Afdani Seksi 

Penanggulangan 

Kebakaran 

 

Penata Muda 

Tk. I (III/b) 

1 
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17 Nurdesti Sembiring Seksi Bina Potensi 

Masyarkat Dan  

Teknik Fugsional 

Penata (III/c) 1 

 Jumlah   17 

 Sumber : Hasil Penelitian 2021 

 

Tabel 3.2 

Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan formal dan non-formal (diklat) 

No Nama Jabatan Pendidikan 

Formal 

Pendidikan 

Non-Formal 

Jumlah 

1 Sofyan 

Manulang 

Kepala Satuan S1 Diklat Pim III 1 

2 Em. Noor Sekretaris S1 - 1 

3 Supiati Subbag Umum 

Kepegawaian 

S1 - 1 

4 Bakri 

Darmawan 

HSB 

Subbag 

Keuangan 

S1 Ppns 1 

5 Nuri Chrisna 

Dewi 

Subbag 

Program 

Perencanaan 

Pelaporan & 

Evaluasi 

S1 - 1 
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6 Indriati Kabid 

Penegakan 

Perundang-

Undanga 

Daerah 

S1 - 1 

7 Siti Rosmita 

HSB 

Bidang 

Ketertiban 

Umum 

Ketentraman 

Masyarakat 

SMA - 1 

8 Mhd.Syafii 

Hutabarat 

Bidang 

Pemadam 

Kebakaran 

S1 - 1 

9 Syafaruddin 

Siregar 

Bidang 

Perlindungan 

Masyarakat & 

Sumber Daya 

Aparatur 

S1 Adumla 

Spama 

1 

10 Empeng 

Tanamai Lubis 

Seksi 

Pembinaan 

Pengawasan & 

Penyuluhan 

 

SMA - 1 
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11 Irsan Bangun 

Siregar 

Seksi 

Operasional 

Dan 

Pengendalian 

SMA - 1 

12 James Bond 

Samosir 

Seksi 

Penyuluhan 

Dan 

Pencegahan 

Kebakaran 

S1 - 1 

13 Kaharuddin 

Hasibuan 

Seksi Satuan 

Perlindungan 

Masyarakat Dan 

Pelatihan Dasar 

S1 - 1 

14 Pramydya 

Wisnu Murji 

Seksi 

Penyelidikan 

Dan Penyidikan 

S1 Ppns 1 

15 Ali Atas Seksi 

Kerjasama 

S1 - 1 

16 Arif Afdani Seksi 

Penanggulangan 

Kebakaran 

 

 

S1 Ppns 1 
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17 Nurdesti 

Sembiring 

Seksi Bina 

Potensi 

Masyarkat Dan  

Teknik 

Fugsional 

S1 - 1 

 Jumlah    17 

 Sumber : Hasil Penelitian 2021 

 

Tabel 3.3 

Kedaan Pegawai Berdasarkan Usia 

No Nama Jabatan Usia Jumlah 

1 Sofyan Manulang Kepala Satuan 55 1 

2 Em. Noor Sekretaris 49 1 

3 Supiati Subbag Umum 

Kepegawaian 

50 1 

4 Bakri Darmawan HSB Subbag Keuangan 36 1 

5 Nuri Chrisna Dewi Subbag Program 

Perencanaan 

Pelaporan & Evaluasi 

39 1 

6 Indriati Kabid Penegakan 

Perundang-Undanga 

Daerah 

 

34 1 
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7 Siti Rosmita HSB Bidang Ketertiban 

Umum Ketentraman 

Masyarakat 

55 1 

8 Mhd.Syafii Hutabarat Bidang Pemadam 

Kebakaran 

38 1 

9 Syafaruddin Siregar Bidang Perlindungan 

Masyarakat & 

Sumber Daya 

Aparatur 

56 1 

10 Empeng Tanamai 

Lubis 

Seksi Pembinaan 

Pengawasan & 

Penyuluhan 

41 1 

11 Irsan Bangun Siregar Seksi Operasional 

Dan Pengendalian 

38 1 

12 James Bond Samosir Seksi Penyuluhan 

Dan Pencegahan 

Kebakaran 

37 1 

13 Kaharuddin Hasibuan Seksi Satuan 

Perlindungan 

Masyarakat Dan 

Pelatihan Dasar 

55 1 

14 Pramudya Wisnu 

Murji 

Seksi Penyelidikan 

Dan Penyidikan 

45 1 
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15 Ali Atas Seksi Kerjasama  1 

16 Arif Afdani Seksi 

Penanggulangan 

Kebakaran 

35 1 

17 Nurdesti Sembiring Seksi Bina Potensi 

Masyarkat Dan  

Teknik Fugsional 

41 1 

 Jumlah   17 

 Sumber : Hasil Penelitian 2021



1 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Penyajian Data 

Pada bagian ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama 

penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari 

narasumber yaitu : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Bidang Ketertiban 

Umum Dan Ketentraman, Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Satu orang 

dari pihak Pengusaha Permainan Anak-Anak dan Satu orang pihak masyarakat. 

a. Keadaan Fisik/gambaran Kantor Dinas Satpol PP Kabupaten 

Asahan 

Data tentang keadaan fisik gambaran di Kantor Dinas Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Asahan adalah dikelompokan dalam fasilitas di 

Kantor Dinas Satpol PP Kabupaten Asahan, Proses penegakan Peraturan 

Daerah, Model dan Data para pegawai di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Asahan. 

Adapun keadaan fisik/gambaran di Kantor Dinas Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Asahan terkait dengan fasilitas antara lain 

disajikan dalam tabel berikut ini : 
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Tabel 4.1 

Fasilitas yang ada di Kantor Satpol PP Kabupaten Asahan 

Fasilitas Jumlah 

Ruang Kepala Dinas 1 

Ruang Pegawai 1 

Aula 1 

Toilet 2 

Mobil 4 

Truck 5 

Sumber : Hasil Penelitian 2021 

4.1.2 Deskripsi Narasumber  

 Narasumber dalam penelitian ini disusun berdasarkan jabatan struktural, 

jenis kelamin, pendidikan yaitu sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.2 

Data Narasumber Berdasarkan Jabatan 

No Nama Jabatan  Jumlah 

1 Sofyan Manulang Kepala Satuan Polisi Pamong 

Praja 

1 

2 Siti Rosmita Hasibuan Kepala Bidang Ketertiban dan 

Ketentraman 

1 

3 Indriati Kepala Bidang Penegakan 

Peraturan Daerah 

 

1 
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4 Agus Salim 

Situmorang 

Pengusaha Permainan Anak-Anak 1 

5 Jamal Al-Badri Lubis Masyarakat 1 

 Jumlah  5 

Sumber : Hasil Penelitian 2021 

 

Tabel 4.3 

Data Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Nama Jenis Kelamin Jumlah 

1 Sofyan Manulang Laki-Laki 1 

2 Siti Rosmita Hasibuan Perempuan 1 

3 Indriati Perempuan 1 

4 Agus Salim Situmorang Laki-Laki 1 

5 Jamal Al-Badri Lubis Laki-Laki 1 

 Jumlah  5 

Sumber : Hasil Penelitian 2021 

 

Tabel 4.4 

Data Narasumber Berdasarkan Pendidikan 

No Nama S 1 Jumlah 

1 Sofyan Manulang SMA 1 

2 Siti Rosmita Hasibuan S 1 1 

3 Indriati SMA 1 
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4 Agus Salim Situmorang SMA 1 

5 Jamal Al-Badri Lubis S 1 1 

 Jumlah  5 

Sumber : Hasil Penelitian 2021 

4.1.3. Deskripsi Hasil Wawancara 

Dari hasil wawancara dengan para narasumber di Dinas Kantor Satuan 

Polisi Pamong Praja  Kabupaten Asahan, Para Pengusaha Permainan Anak dan 

masyarakat, penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek-aspek sebagai 

berikut : 

a. Adannya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat 

kebijakan kepada pelaksana kebijakan 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 

Febuari 2021 dengan Bapak Sofyan Manulang dan Ibu Siti Rosmita 

Hasibuan selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kabid Bidang 

Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat mereka menyatakan 

bahwa adapun tindakan yang dilakukan untuk mengimplementasikan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 dengan cara Sosialisasi ke setiap 

kecamatan dengan mengundang pemilik usaha dan memberikan himbauan 

secara lisan dan tertulis kepada pemilik usaha dengan perihal kepada 

pemulik usaha permainan anak-anak agar mengurus izin usaha ke Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Asahan. Tujuan dari Peraturan Daerah  Nomor 1 Tahun 2018 ialah 

mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib serta menumbuhkan rasa 
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disiplin dalam berprilaku bagi setiap masyarakat. Langkah yang telah 

dilakukan untuk mencapai tujuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 

ialah melakukan sosialisasi kepada para pemilikusaha permainan anak. 

Kendala yang dihadapi untuk mencapai tujuan Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2018 ialah lemahnya sumber daya manusia di struktural Satuan 

Polisi Pamong Praja dan masih banyak para pemilik usaha permainan 

anak-anak yang tidak mengetahui peraturan nomor 1 tahun 2018 di 

Kabupaten Asahan . Cara mengatasi kendala untuk mencapai tujuan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 ialah melakukan sosialisasi kepada 

para pemilik usaha untuk mengurus izin usaha di Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 

Febuari 2021  dengan Ibu Siti Rosmita Hasibuan selaku Kabid Bidang 

Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat beliau menyatakan  

bahwa adapun tindakan yang dilakukan untuk mengimplementasikan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 dengan cara bersosialisasi dan 

menyampaikan secara lisan dan teguran serta peringatan kepada para 

pemilik usaha permainan anak-anak. Tujuan dari Peraturan Daerah  

Nomor 1 Tahun 2018 ialah mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib 

serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berprilaku bagi semua masyarakat. 

Langkah yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2018 ialah memberikan teguran kepada pemilik usaha 

permainan anak-anak. Kendala yang dihadapi untuk mencapai tujuan 
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Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 ialah kurangnya Sumber Daya 

Manusia yang dimiliki Satuan Pamong Praja dalam mensosialisasikan isi 

dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 kepada para pemilik usaha 

khususnya pemilik usaha permainan anak-anak. Cara mengatasi kendala 

untuk mencapai tujuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 ialah 

bersosialisasi kepada setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja isi 

Peraturan tersebut dan menyampaikan kepada setiap pemilik usaha 

permainan anak-anak.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 03 

Maret 2021  dengan Ibu Indriati selaku kepala unit Bidang Penegakan 

Peraturan Daerah beliau menyatakan  bahwa adapun tindakan yang 

dilakukan untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 

2018 dengan cara memberian sosialisasi kepada Pemilik Usaha Permainan 

Anak-Anak tentang isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Asahan nomor 1 

Tahun 2018. Tujuan dari Peraturan Daerah  Nomor 1 Tahun 2018 ialah 

mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib serta menumbuhkan rasa 

disiplin dalam berprilaku bagi semua masyarakat. Langkah yang telah 

dilakukan untuk mencapai tujuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 

ialah menegur para pemilik usaha permainan anak-anak yang tidak sesuai 

isi Peraturan Daerah nomor ! tahun 2018. Kendala yang dihadapi untuk 

mencapai tujuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 ialah banyaknya 

para pemilik usaha permainan anak-anak di Kabupaten Asahan dan 

kurangnya anggota di Satuan Polisi Pamong Praja. Cara mengatasi kendala 
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untuk mencapai tujuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 ialah  

melakukan himbauan lisan atau tertulis kepada para pelaku usaha 

permainan anak-anak. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat 

diketahui bahwa tindakan dalam menjalankan Peraturan daerah Nomor 1 

Tahun 2018 ialah melakukan surat edaran atau teguran kepada para 

pemilik usaha permainan anak-anak. Langkah yang telah dilakukan Dinas 

Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan Kabupaten Asahan yang 

tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berprilaku bagi masyarakat 

menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ialah sosialisasi ke setip 

Kecamatan dengan mengundang pemilik usaha yang ada di wilayah 

Kabupaten Asahan. Menurut Kepala Unit Bidang Penegakan Peraturan 

Daerah langkah yang dilakukan dalam mewujudkan Kabupaten Asahan 

yang tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berprilaku bagi 

masyarakat ialah sosialisasi kepada pemilik usaha permaianan anak-anak. 

Beberapa hal yang dianggap menjadi hambatan dalam menjalankan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 ialah banyaknya para pemilik 

usaha permainan anak-anak di wilayah Kabupaten Asahan dan kurangnya 

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja untuk 

mensosialisasikan isi peraturan tersebut. 
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b. Adanya unsur pelaksana dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja 

terhadap pelaksana implementasi kebijakan publik 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 

Febuari 2021  dengan Bapak Sofyan Manulang selaku Kepala Satuan 

Polisi Pamong Praja beliau menyatakan  bahwa unsur pelaksana yang 

mengimplementasikan  Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 ialah 

Satuan Polisi Pamong Praja, Kodim 0208 Asahan, Polres Asahan, 

Subdenpom I/1-4 Kisaran, Instansi terkait pemangku Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah, Kecamatan serta Kelurahan. Tetapi unsur 

pelaksana kurang memahami isi dari peraturan tersebut dan membuat 

proses ketertiban di Kabupaten Asahan tidak berjalan dengan baik. Unsur 

pelaksana kurang memahami isi dari peraturan tersebut. Kendala yang 

dihadapi unsur pelaksana ialah kurangnya sarana/prasarana dan membuat 

proses mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib dan disiplin tidak 

berjalan dengan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 

Febuari 2021 dengan Ibu Siti Rosmita Hasibuan selaku Kepala Bidang 

Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat beliau menyatakan  bahwa 

unsur pelaksana yang mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2018 ialah Semua Anggota Satuan Polisi Pomong Praja, Polisi, 

Tentara dan semua instansi yang terkait. Beliau mengatakan petugas dalam 

pengimplementasian belum semua memahami isi Peraturan Daerah Nomor 

1 Tahun 2018. Kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian 
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peraturan tersebut ialah kurang pahamnya setiap lembaga untuk 

menjalankan isi dari peraturan.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 

Maret 2021  dengan Bapak Jamal selaku masyarakat yang berada di sekitar 

usaha permainan anak-anak beliau menyatakan  bahwa  unsur pelaksana 

tidak maksimal dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2018. Hal ini dilihat dari belum tercapainya tujuan Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2018 mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib 

serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berprilaku bagi masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat 

diketahui bahwa unsur pelaksana belum maksimal dalam menjalankan 

Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2018. Beberapa hal yang dianggap 

menjadi hambatan unsur pelaksana dalam mengimplementasikan Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2018 ialah unsur pelaksana sangat minim 

pengetahuannya tentang isi dari Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2018. 

c. Adanya sarana/prasarana yang mendukung dari pembuat 

kebijakan kepada pelaksana kebijakan 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 

Febuari 2021  dengan Bapak Sofyan Manulang selaku Kepala Satuan 

Polisi Pamong Praja beliau menyatakan pembuat kebijakan belum mampu 

memberikan atau memenuhi sarana/prasarana yang mendukung proses 

mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib serta menumbuhkan rasa 
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disiplin alam berprilaku bagi masyarakat secara maksimal kepada 

pelaksana kegiatan.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 03 

Maret 2021  dengan Ibu Indiati selaku Kepala Bidang Penegakan 

Peraturan Daerah beliau menyatakan pembuat kebijakan belum maksimal  

memberikan sarana/prasarana  yang mendukung proses mewujudkan 

Kabupaten Asahan yang tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam 

berprilaku bagi masyarakat secara maksimal kepada pelaksana kegiatan. 

Pembuat kebijakan hanya memberi sarana/prasarana berupa mobil. Yang 

terlibat dalam penggunaan sarana/prasarana tersebut ialah pegawai di 

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 

Febuari 2021  dengan Bapak Sofyan Manulang dan Ibu Siti Rosmita 

Hasibuan selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Bidang 

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat beliau menyatakan sejauh 

ini sarana/prasarana yang ada di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja kurang 

mendukung dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2018.  

   Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 

Maret 2021  dengan Bapak Agus Salim Situmorang selaku masyarakat 

Kabupaten Asahan beliau menyatakan bahwa sejauh ini sarana/prasarana 

dalam mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib serta menumbuhkan 

rasa disiplin dalam berprilaku bagi masyarakat belum maksimal. Pembuat 
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kebijakan seharusnya memberikan tambahan sarana/prasana berupa 

Mobil/Truck dan pelatihan kepada pegawai Satuan Polisi Pamong Praja 

agar bisa mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa sarana/prasarana yang mendukung dari pembuat 

kebijakan kepada pelaksana kebijakana dalam Peraturan Daerah tersebut 

hanya Mobil. Dari hasil penyataan diatas membuktikan bahwa 

sarana/prasarana yang mendukung mengakibatkan proses mewujudkan 

Kabupaten Asahan yang tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam 

berprilaku bagi masyarakat belum berjalan maksimal mengakibatkan 

belum menjadikan Kabupaten Asahan yang tertib. 

d. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat    

kebijakan kepada pelaksana kebijakan 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 

Febuari 2021  dengan Bapak Sofyan Manulang selaku Kepala Satuan 

Polisi Pamong Praja beliau menyatakan  bahwa proses penyampaian 

informasi dari pembuat kebijakana kepada pelaksana kebijakan  sudah 

dilaksanakan secara maksimal. Proses sosialisasi dilakukan melalui media-

media massa seperti media cetak, media sosial dan media elektronik, 

sosialisasi juga dilakukan dengan melakukan penyuluhan langsung 

mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 ke Kantor Satuan Polisi 

PamongPraja.  
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 

Febuari 2021  dengan Ibu Siti Rosmita Hasibuan selaku Kepala Bidang 

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat beliau menyatakan bahwa 

proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana 

kegiatan sudah berjalan dengan baik dan tidak ada masalah. Pihak 

pembuat kebijakan sudah merencanakan dengan matang agar Peraturan 

daerah Nomor 1 Tahun 2018 ini dapat sampai dan dimengerti  oleh pihak 

Satuan Polisi Pamong Praja  atau pihak masyarakat melalui pemberitahuan 

melalui surat resmi dan melakukan pertemuan langsung dengan kedua 

belah pihak dengan kegiatan sosialisasi langsung Peraturan daerah Nomor 

1 Tahun 2018. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 03 

Maret 2021  dengan Ibu Indriati selaku Kepala Bidang Penegakan 

Peraturan Daerah beliau menyatakan  bahwa proses penyampaian 

informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan ataupun 

hasil dari pelaksanaan kebijakan dari pelaksana kebijakan kepada pembuat 

kebijakan belum berjalan maksimal dan efektif.  

Berdasarakan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan 

kepada pelaksaan kebijakan dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 

1 Tahun 2021 masih belum maksimal. Dari hasil pernyataan di atas 

membuktikan bahwa kurangnya kerja sama antara pihak terkait kepada 



   73 
 

pihak pelaksana sehingga tidak maksimalnya proses penyampaian 

informasi yang telah ada. 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan uraian dalam penyajian data di atas, maka dalam 

pembahasan sub bab ini merupakan kajian atau analisis data dari hasil 

wawancara dengan para narasumber di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, 

Pemilik Usaha Permainan Anak-Anak dan masyarakat Kabupaten Asahan. 

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terlebih dahulu, yaitu meliputi 

analisis data sebagai berikut : 

a. Adannya tindakan dan tujuan dalam pengimplementasian 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018   

 Berdasarkan asumsi teori implementasi penulis menilai bahwa 

tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sudah sudah 

maksimal tetapi langkah yang dilakukan pegawai ataupun instansi yang 

terkait belum mengacuh pada isi kebijakan, sehingga tujuan kebijakan 

belum dapat tercapai.   

 Berdasarkan data tersebut penulis menilai bahwa tindakan yang 

dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pihak pelaksana aturan, 

dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 belum 

mampu secara penuh untuk memaksimalkan peran elemen/lembaga yang 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.  Hal  ini 

disebabkan oleh kurangnya sumber daya dan masih ada rasa hibah  dalam 
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melaksanakan aturan tersebut. Dengan kata lain di atas kertas Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2018 ini sudah tidak memiliki kendala dalam 

penerapan atau pelaksanaannya, namun pada perakteknya masih terdapat 

beberapa kekurangan sehingga tujuan yang diinginkan kadang belum 

maksimal hasilnya.  

b. Adanya unsur pelaksana dari kantor kepala Desa Batu Anam 

terhadap pelaksana implementasi kebijakan publik  

Berdasarkan berbagai teori pelaksana penulis menilai bahwa unsur 

pelaksana belum berupaya untuk menerapkan isi kebijakan yang ditujukan 

untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan 

mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib serta menumbuhkan rasa 

disiplin dalam berperilaku bagi masyarakat. 

Berdasarkan data tersebut penulis menilai bahwa unsur pelaksana 

belum berupaya untuk menerapkan isi kebijakan tersebut.  Seharusnya 

pihak Satuan Polisi Pamong Praja sering melakukan kegiatan sosialisasi 

kepada para Pemilik Usaha Permainan Anak-Anak. Dalam hal ini 

sosialisasi yang dilakukan yaitu mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Dengan 

demikian, dengan adanya kegiatan tersebut dapat meningkatkan 

pengetahuan para Pemilik Usaha Permainan Anak-Anak dalam Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2018. 
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c. Adanya sarana/prasarana yang mendukung dari pembuat 

kebijakan kepada pelaksana kebijakan 

Berdasarkan teori tentang sumber daya, penulis menilai bahwa 

pihak pelaksana tidak menjadikan konsep implementasi sebagai sarana 

yang ditunjukan sebagai media untuk mengantarkan kebijakan sebagai 

tindakan memiliki manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. 

Berdasarkan data tersebut penulis menilai bahwa sarana/prasarana 

belum memadai dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2018. Dengan demikian tentang adanya dukungan sarana/prasarana 

yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan, sejauh ini 

pemerintah sudah memberikannya dalam bentuk fasilitas tetapi fasilitas 

tersebut sangatlah minim. Bentuk informasi-informasi yang menyangkut 

penjelasan mengenai pengelolalan Usaha Permainan Anak-Anak sejauh ini 

untuk pemerintah sendiri sangat jarang memberikan informasi. Sehingga 

banyak masyarakat dan Pemilik Usaha Permainan Anak-Anak kurang 

pemahamannya mengenai pengelolaan Usaha Permainan Anak-Anak di 

karenakan minimnya informasi yang diberikan pemerintah kepada 

masyarakat. Dalam hal ini seharusnya pemerintah memberikan 

sarana/prasarana pendukung berupa informasi kepada masyarakat dengan 

melakukan kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialiasi yang dilakukan tersebut 

memuat mengenai Usaha Permainan Anak-Anak secara berkesinambungan. 
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d. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat 

 Berdasarkan dari beberapa teori komunikasi, penulis menilai bahwa 

proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana 

kebijakan perlu pembinaan dan sosialisasi yang berkesinambungan agar 

keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat tercapai. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dapat 

diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 

Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum belum terimplementasi 

dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut : 

Pertama dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum tidak melakukan 

tindakan-tindakan yang ditujukan untuk merealisasikan isi dari kebijakan. 

Tindakan yang dilakukan hanya sebatas upaya menegur para pemilik usaha 

permainan anak-anak seharunya tindakan yang dilakukan harus mengarah 

pada keseluruhan isi kebijakan. Tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2018 belum bisa tercapai. Hal ini dikerenakan pihak pelaksana tidak 

memahami tujuan yang sudah termuat dalam Peraturan Daerah tersebut. 

Pihak pelaksana hanya sekedar melakukan sosialisasi dan teguran. 

Kedua unsur pelaksana belum memahami secara utuh isi dari 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan 

Ketertiban Umum di Kabupaten Asahan. Unsur pelaksana dalam hal ini 

adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Instansi yang terkait hanya 

melakukan teguran, padahal semestinya unsur pelaksana memberikan 
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sosialisasi yang berkesinambungan kepada pemilik usaha permainan anak-

anak agar dapat mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib. 

Ketiga dari aspek sarana/prasarana yang digunakan untuk 

mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang 

Ketentraman Dan Ketertiban Umum juga belum maksimal. Penelitian yang 

dilakukan penulis tidak menemukan adanya peraturan lain yang sifatnya 

sebagai aturan penjelas atau peraturan yang dijadikan pedoman teknis 

untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 

Keempat proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan 

kepada pelaksana kebijakan tidak disosialisasikan terlebih dahulu kepada 

pelaksana kebijakan. Seharusnya Pemerintah Daerah melakukan 

pembinaan dan sosialisasi yang berkesinambungan agar tujuan dari 

peraturan tersebut tercapai secara maksimal. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan 

bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Dalam Rangka Pelayanan Tertib 

Tempat Usaha Di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan. telah 

terimplementasi walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan isi Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum.  

Adanya tindakan dan tujuan dalam pengimplementasian Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2018, dalam hal ini tindakan dan tujuan dalam pelaksanaan 

implementasi kebijakan didalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tersebut 

sudah diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu dengan memberi 

himbauan secara lisan maupun tulisan kepada pemilik usaha permainan anak 

untuk tidak menggunakan fasilitas umum dalam menjalankan usahanya 

memberikan arahan berupa cara mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib serta 

menumbuhkan rasa disiplim dalam berprilaku bagi masyarakat. 

Adanya unsur pelaksana implementasi kebijakan publik  Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2018 dalam Pelayanan Tertib Tempat Usaha  di Kabupaten 

Asahan yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja bersama pihak 

atau instansi lain seperti pihak Kodim 0208 Asahan, Polres Asahan, Subdenpom 

I/I-4 Kisaran, Kecamatan, Kelurahan dan Instansi terkait pemanggu peraturan 

daerah dan peraturan kepala daerah dalam mewujudkan Kabupaten Asahan yang 

tertib serta menumbuhkan rasa disiplim dalam berprilaku bagi masyarakat. 
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.  

Adanya sarana/prasarana yang mendukung dari pembuat kebijakan kepada 

pelaksana kebijakan. Dalam hal ini sarana/prasarana pendukung dalam 

pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 telah diberikan pemerintah, 

seperti memberikan suatu arahan berupa informasi mengenai cara mewujudkan 

Kabupaten Asahan yang tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berprilaku 

bagi masyarakat, Pemerintah mengoptimalkan sumber daya manusia untuk 

mengiplementasikan kebijakan dengan mengajak dari berbagai instansi untuk 

melakukan sosialisasi kebijakan sehingga diharapkan dapat mewujudkan 

Kabupaten Asahan yang tertib. 

Proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada 

pelaksanaan kebijakan. Dalam penyampaian informasi kebijakan telah dilakukan 

oleh Pemerintah melalui Bupati Asahan kepada pihak-pihak Satuan Polisi Pamong 

Praja sehingga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Dalam Rangka Pelayanan 

Tertib Tempat Usaha dapat dijalankan di Kabupaten Asahan. 

 

5.2 Saran 

 Saran adalah suatu masukan yang dibuat untuk menyempurnakan hasil 

dari sebuah penelitian yang dilakukan. Dimana saran digunakan sebagai masukan 

bagi pihak terkait yang menjadi objek penelitian yang akan datang. Adapun saran-

saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut  

a. Untuk mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib, Satuan Polisi Pamong 

Praja dalam hal ini membantu Pemerintah Kabupaten Asahan dalam 
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menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan WaliKota, maka sosialisasi 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 perlu terus dilakukan kepada 

pemilik usaha permainan anak-anak dan seluruh masyarakat Kabupaten 

Asahan baik secara formal maupun informal. 

b. Memberikan sanksi yang tegas bukan hanya bersifat sementara tetapi juga 

permanen kepada pemilik usaha permainan anak-anak agar memeberikan 

efek jera dan fasilitas umum dapat befungsi sesuai dengan peruntukannya. 

c. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ataupun instansi terkait seperti 

Kodim 0208 Asahan, Polres Asahan, Subdenpom I/I-4 Kisaran, Kecamatan, 

Kelurahan dan Instansi terkait pemanggu peraturan daerah dan peraturan 

kepala daerah dalam mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib serta 

menumbuhkan rasa disiplim dalam berprilaku bagi masyarakat. 
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